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ABSTRAK

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal

dunia karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
Penerapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentanﬁ
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adala
bagaimana pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia,
bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya
yang menyebabkan kematian, bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam
penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya meurut
Eerundang-ur_ldangan ang beraku di Polres Serdang Bedagai yang menyebabkan
orban meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fktor-faktor
penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah
adanya unsur kesen%ajaan aitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor
dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat
diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dibuktikan apakah mengendarai dengan baik atau tidak. Upaya
penanggulangan yang dilakukan satuan lalu lintas polres Serdang Bedagai
terhadap pelanggaran lalu lintas melalui dengan dua cara yaitu preventif dan
refresif, upaYa preventif dengan melakukan penegakan hukum terhadap tindak
pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetap konsisten
dengan ketentuan Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP
3e|rta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

alan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kelalaian, Meninggal Dunia

LAW ENFORCEMENT IN THE CRIME OF TRAFFIC ACCIDENT DUE
TO DRIVER'S NEGLIGENCE THAT CAUSED THE VICTIMS' DEATH
(Case Study at Serdang Bedagai Police)

ABSTRACT

The occurrence of traffic accidents causes many victims, died due to
negligence or negligence in driving a motorized vehicle. This application is
regulated in Law Number 22 of 2019 concerning Road Traffic and
Transportation. The formulation of the problem in this is how to regulate the law
regarding traffic accidents in Indonesia, what are the factors that cause road
traffic accidents that cause death, what are the solutions to overcome obstacles in
law enforcement in traffic accident crimes on the highway according to the laws
in force at The results of the study show that the factors that cause traffic
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accidents that cause death are intentional, namely deliberately driving a
motorized vehicle in a dangerous manner and threatening the safety of road
users. Article 311 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and
Transportation, it is proven whether driving properly or not. Countermeasures
carried out by the Serdang Bedagai Police traffic unit against traffic violations in
two ways, namely preventive and repressive, preventive efforts by enforcing the
law against traffic crimes that cause victims to die, remain consistent with the
provisions of Article 76.

Keywords: Law Enforcement, Negligence, Death

A. PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan
perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut
menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi,
khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat
dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di
semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan
lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari
waktu ke waktu semakin kompleks. Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai
salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik
dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantara bermacam sistem transportasi yang
ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, ternyata transportasi daratlah yang
cukup dominan. Menyadari pentingnya peranan transportasi Khususnya
transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang
aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas
menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk
berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan
frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang
meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi
menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain
menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang
tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta
benda.

Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan
pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal
dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas
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di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran
lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO,
kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia,
setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat
kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat
sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan
lalu lintas jalan. Secara nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada
usia produktif (22 - 50 tahun). Loss productivity dari korban dan kerugian material
akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB
Indonesia, atau setara dengan Rp. 205 - 220 trilyun pada tahun 2020 dengan total
PDB mencapai Rp. 7.000 trilyun. Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan
selain pertambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin
banyak orang bepergian, juga disebabkan faktor keadaan jalan dan lingkungan,
kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas
yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang
biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar
dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara
pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHAP. Bentuk pelanggaran
yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas
yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor
manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari
faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan
melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang
mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia menyebabkan
permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua
tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan
bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta
bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak
terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan
raya, kontruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat,
faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya
kecelakaan lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang
menimbulkan korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa
pengemudinya sendiri.
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Berbagai faktor yang dapat menyebabkan tingginya kecelakaan seperti
kondisi kendaraan itu sendiri, kondisi jalan, serta kelalaian pengemudi atau human
error dan lain sebagainya. Kelalaian pengemudi dapat disebabkan oleh berbagai
macam faktor pula, bisa dikarenakan pola kerja yang tidak baik, faktor
lingkungan, kondisi psikis, kondisi kesehatan atau faktor kelelahan akibat pola
kerja yang tidak baik. Pola kerja ini meliputi waktu dan durasi mengemudi serta
frekuensi dan durasi istirahat. Faktor kelelahan (fatigue) pada pengemudi
seringkali diabaikan dikarenakan harus mengejar target minimum setoran dengan
melupakan aspek-aspek ideal dalam operasional. Kecelakaan ini dianalisis dan
banyak ditemukan bahwa penyebabnya adalah kelalaian pengemudi. Sistem kerja
yang seperti ini perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan korban dan kerugian
yang berkelanjutan.Terdapat kaitan yang erat antara tingkat kewaspadaan serta
fatigue (kelelahan) yang terjadi pada seseorang. Semakin besar fatigue (kelelahan)
yang dialami oleh seseorang, maka tingkat kewaspadaannya akan turun.
Menurunnya tingkat kewaspadaan ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya
human error.

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti
faktor kelelahan dan kurang berhati-hatinya pengemudi adalah pemicu
kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan
lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian atau kealpaan
pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kelalaian tersebut tidak jarang
menimbulkan korban, baik korban menderita luka ringan, luka berat atau
meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.
Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang
tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa berharganya nyawa
seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang dalam satuan. Orang yang
mengakibatkan  kecelakaan  tersebut harus  mempertanggung-jawabkan
perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Bahkan
berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi juga
sangat mempengaruhi ketika mengendarai kendaraan serta kesadaran hukum
berlalu lintas yang harus dipatuhi.

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan
korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian
materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama
bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami
kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia.
Dalam hal penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang
bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan
aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab
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dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum,
tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan
umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian dan kelalaian merupakan sebuah
tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Kecelakaan yang terjadi
akibat kerusakan pada angkutan, maka perusahaan angkutan umum untuk ikut
bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan
bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut telah
jelas dinyatakan dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum
bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang
yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. Beberapa pasal
dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan telah mengatur tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan
angkutan umum atas akibat dari kecelakaan lalu lintas. Seperti pada Pasal 192
ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas
kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat
penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak
dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.”. Akan tetapi
pada kenyataannya tidak semua perusahaan angkutan umum melaksanakan
tanggung jawabnya sebagaimana seperti yang telah diatur di dalam peraturan
perundang-undangan. Pertanggung jawaban hukum sepenuhnya dilimpahkan
kepada awak kendaraan yang secara langsung terlibat dalam kecelakaan lalu
lintas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian
deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan,
gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran
suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain
dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah
mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam
aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya
dalam praktik.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan
penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang
menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam
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peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-
undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang
menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai
penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah
penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)
dalam melakukan analisa terhadap kasus (case study) pada Kepolisian Resor
Serdang Bedagai. Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang
dihadapi.Pendekatan konseptual (copceptual approach), dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,
yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian
hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi
hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pengumpulan data merupakan
salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan
karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan
pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam
penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap
perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya
dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun
diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas
mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat
manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan
atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. Kenyataan yang sering
ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental,
terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa
memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa
kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara
pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana



Page |53
Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024
Published : 30-01-2024, Page : 47-58

yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi
kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh
kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan
dan/atau lingkungan. Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang
tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan,
faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal
tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera
ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang
tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Uundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah
suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban
manusia dan/atau kerugian harta benda. Perkataan culpa dalam arti luas berarti
kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang
berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan
adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang
atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian
besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga
bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek
kata schuld (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi).
Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang
dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya,
mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebakan orang yang
ditabrak tersebut mati.

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan
pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi
pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi atau dengan ganti
kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana hanya menunjuk
kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang
melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di
ancamkan.

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis
yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan
antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikan rupa, hingga
orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk
adanya suatu kesalahan harus di perhatikan dua hal di samping melakukan tindak
pidana, yakni adanya keadaan Phychis( bathin) yang tertentu dan adanya
hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang di
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lakukan, hingga menimbulkan celaaan tadi. Sikap batin orang yang menimbulkan
keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia
tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya,
kekelirihannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang
dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-
mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu
tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan.

Ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan
perbuatannya tersebut, sebab jika dia mengindahkan adanya larangan waktu
melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang
dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan
hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam
rumusan delik, maka juga harus dibuktikan. Delik kelalaian (culpa) walaupun
pada umumnya dipandang lebih ringan dan oleh karena itu ancaman pidananya
juga lebih ringan dari pada yang dilakukan dengan sengaja. Untuk mengancam
pidana berat bagi perbuatan kelalain seperti yang tercantum di dalam Pasal 359
KUHP sebenarnya untuk bertjuan prevensi umum.

Delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu
delik kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat (culpose gevolgsmisdrijven) dan
yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah
perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat
mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat itu maka
terciptalah delik kelalaian (culpa), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan
akibat, dengan kelalaian atau kekurang hati-hatian itu sendiri sudah di ancam
dengan pidana. Kecelakaan lalu lintas di jalan dapat terjadi karena berbagai faktor,
antara lain faktor manusia (pengguna jalan), faktor kendaraan (sarana), faktor
jalan (pra sarana), dan faktor lingkungan dan alam. Diantara faktor-faktor tersebut
di atas faktor manusia (pengguna jalan ) merupakan faktor paling menentukan.

Kelemahan yang timbul dari faktor-faktor di atas dapat diatasi, apabila
pengemudi atau pengendara berlaku hati-hati dan cermat, taat pada peraturan lalu
lintas dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kecermatan pengemudi atau
pengendara dalam memperhatikan dan mempersiapkan kendaraan sebelum
berangkat serta dalam mengemudikan kendaraan pada arus lalu lintas padat atau
jalan licin, kecil kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau
kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia
ancaman pidananya sudah tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam
Pasal tersebut diatas. Meski UU LLAJ telah diterapkan sampai dengan sekarang
tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi.
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Kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan
cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara
kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena masih banyak orang-orang
mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya
jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan
oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang
sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan
sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam
konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki
oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhaan karena
kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelaian
itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi
karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban.
Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi
masuk dalam unsur kelalaian.

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung
jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.
Berhati- hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi
sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum
berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Kecelakaan lalu lintas
menurut Pasal 1 angka 24 UU LLAJ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
berdasarkan pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut mengidentifikasikan bahwa
peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak
disengaja, oleh karena adanya unsur tidak diduga dan tidak disengaja, maka dapat
diartikan dengan kelalaian (kealpaan — culpa). Ketentuan-ketentuan mengenai
kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur
dalam KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi
sebagai berikut : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan
paling lama 1 (satu) tahun”.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana akibat kelalaian pengemudi yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal diatur
dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
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Angkutan Jalan bahwa pengendara yang lalai dalam mengemudi hingga
menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak
Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah. Faktor-faktor penyebab terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah adanya unsur
kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara
berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan Pasal
311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
unsur pemidanaannya adalah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor
dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Cara
mengemudikan kendaraan bermotornyalah yang harus dibuktikan apakah
mengendarai dengan baik atau tidak. Kendala yang sering terjadi dalam praktek
penegakan hukum dilapangan dalam pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu
lintas sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum
dapat berjalan dengan baik, kendala sumber daya manusia penegak hukum, faktor
masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak mau repot dalam menyelesaikan
perkara pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang tidak mau repot berurusan
dengan petugas apalagi sampai ke pengadilan dan mental petugas di lapangan
yang belum siap. Ada ketergantungan antara pelanggar dengan petugas di
lapangan saling menguntungkan dari segi ekonomi. Upaya penanggulangan yang
dilakukan satuan lalu lintas polres Serdang Bedagai terhadap pelanggaran lalu
lintas melalui dengan dua cara yaitu preventif dan refresif, upaya preventif dengan
melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang
menyebabkan korban meninggal dunia, tetap konsisten dengan ketentuan Pasal 76
s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP serta Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tegasnya proses perkara
tetap diteruskan ke Penuntut Umum dan Pengadilan
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